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The Bandung City government as one of the implementers of regional autonomy 
in West Java Province also made efforts to increase its local revenue through local tax 
revenues, one of which was the tax on the implementation of billboards. This study seeks 
to analyze the BPPD strategy in achieving the target and realization of advertisement 
tax receipts in the city of Bandung. This research was conducted using qualitative 
methods. The results of this study indicate that the realization of advertisement tax 
revenue in the city of Bandung in the last six years has not yet reached the specified 
target. This is because in the advertisement tax collection process, namely the difficulty 
of coordination between related institutions, lack of advertisement taxpayer database, 
lack of advertisement management supervision, lack of clarity in billboard management 
law enforcement, and lack of awareness in licensing and billboard tax payments. For 
this reason, the strategy carried out by Bandung City BPPD in achieving the target and 
realization of advertisement tax revenue is by issuing technical guidelines for billboard 
tax collection, increasing data accuracy data on potential technology-based 
advertisement tax, increasing supervision of potential advertisement tax, increasing 
quality and quantity of human resources, increasing advertisement tax socialization. 
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A. PENDAHULUAN  
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2004, pemerintah 
daerah sudah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat. Untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah dalam hal ini 
memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang 
disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek 
yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah 
bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya.  
Adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah 
sudah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat, akan tetapi harus mandiri 
dalam hal keuangan daerah. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah 
dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dengan melakukan 
pungutan-pungutan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah.  
Pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang 
tersebut disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada 
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan udang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. 
Siahaan (2010), menyebutkan bahwa, pajak daerah adalah  iuran wajib 
yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 
Sedangkan menurut Davey dalam (Sutedi, 2008), pajak daerah adalah: 
(1) pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya 
sendiri, (2) pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi 
pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah, (3) pajak yang 
dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya 
dibagihasilkan kepada pemerintah daerah.  
Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah 
di Provinsi Jawa Barat juga melakukan upaya meningkatkan pendapatan asli 
daerahnya dengan cara melakukan pungutan pajak daerah melalui Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 
Dalam Peraturan Daerah tersebut juga diatur mengenai pajak reklame yang tata 
cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 239 
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. 
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Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan 
yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media 
yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik 
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 
dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Ahmad Yani, 
2004; Samudra, 2005; Siahaan, 2010; dan Priantara, 2013). 
Menurut Purwanto (2016), dasar hukum pemungutan pajak reklame 
pada suatu kabupaten atau kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak reklame merupakan salah 
satu komponen yang cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli 
Daerah (Davey, 1998). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan 
yang diperoleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan (Sripradita, dkk., 2014). Oleh karena itu potensi pajak 
reklame harus dimaksimalkan dengan baik agar dapat meningkatkan PAD.  
Pajak reklame di Kota Bandung di kelola oleh Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah (BPPD). Namun dalam pemungutannya tidak dilakukan 
secara lansung, karena melibatkan instansi lain yang terkait, sehingga 
memerlukan koordinasi yang baik diantara instansi yang terloibat di dalamnya. 
Instansi yang terkait dengan pemungutan pajak reklame di Kota Bandung 
antara lain: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Dinas Pekerjaan 
Umum, Dinas Tata Ruang (DISTARU), Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3), SATPOL PP, dan Badan 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). 
Koordinasi diantara keenam instansi tersebut tidak berjalan dengan baik 
karena terdapat kepentingan dan ego sektoral masing-masing instansi sehingga 
menjadi permasalahan di lapangan mulai dari kesulitan membuat izin prinsip, 
rekomendasi, perizinan, pengawasan sampai berimbas kepada sulitnya 
memungut pajak reklame sehingga target penerimaan pajak reklame di Kota 
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pembuatan izin Reklame dan terkesan sangat berbelit-belit karena belum ada 
payung hukum yang  menjadi acuan dalam koordinasi tersebut. 
Selain itu jumlah potensi Pajak yang di tetapkan tidak sesuai dengan 
jumlah Wajib Pajak (WP), karena tidak semua reklame yang terpasang dapat di 
jadikan Wajib Pajak karena tidak semuanya berizin (ilegal). Ditambah lagi 
adanya kebijakan moratorium dalam pembuatan perizinan karena adanya 
reformasi besar-besaran di BPMPTSP, sehingga memmerlukan pelatihan dan 
adaptasi bagi Pejabat dan karyawan di BPMPTSP. 
Bagi BPPD Kota Bandung, hal ini menjadi bumerang, karena di satu sisi  
target pajak harus tercapai, tapi banyak terkendala oleh sistem perizinan karena 
Wajib Pajak (WP) baru bisa membayar pajak setelah proses perizinannya 
selesai, yang akhirnya walaupun reklame sudah terpasang lama, BPPD tidak 
dapat memungut pajak karena terikat oleh aturan, di sisi lain Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menetapkan target 
pendapatan pajak reklame berdasarkan jumlah reklame yang tayang/terpasang 
di seluruh wilayah Kota Bandung  hasil pendataan jumlah reklame yang 
terpasang tanpa memperhatikan proses atau tahapan-tahapan yang harus 
dilaksanakan. 
Permasalahan tersebut membuat target dan realisasi penerimaan pajak 
reklame di Kota Bandung sering tidak tercapai. Oleh karena itu BPPD Kota 
Bandung perlu melakukan berbagai strategi agar target dan realisasi 
penerimaan pajak reklame dapat tercapai dengan optimal. Artikel ini mencoba 
membahas tentang kondisi eksisting pengelolaan pajak reklame di Kota 
Bandung, permasalahan-permasalahan dalam pemungutan pajak reklame di 
Kota Bandung, dan Strategi BPPD dalam mencapai target dan realisasi 
penerimaan pajak reklame di Kota Bandung. 
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
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Moleong (2016), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan 
triangulasi. Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 
triagulasi yang paling banyak digunakan ialah melalui sumber lainnya.  
Teknik pengambilan sampel atau subjek penelitian dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subjek yang ada dalam 
posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan kunci 
dalam informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pengelolaan 
Pendapatan Daerah Kota Bandung, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 2, 
Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Air Tanah, serta 5 orang pelaksana. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kondisi Eksisting Pengelolaan Pajak Reklame di Kota Bandung. 
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis, 
yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak 
Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Salah satu objek pajak yang memiliki potensi besar di Kota Bandung 
adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan 
reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, 
perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk 
tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau 
untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang 
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Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. Sedangkan obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame,  
reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya,  reklame kain, 
reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada 
kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, 
dan reklame peragaan.  
Adapun yang tidak termasuk objek pajak reklame adalah sebagai 
berikut: 
a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 
warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;   
b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, 
yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;  
c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran 
tidak melebihi 1 m x 1 m;  
d. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan  
e. Penyelenggaraan reklame yang tidak mengandung sponsor untuk tujuan 
komersial. 
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh 
lima persen). Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan pajak reklame yang 
terutang dipungut di wilayah Daerah, dengan Masa Pajak Reklame adalah 1 
(satu) bulan kalender. 
Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa 
reklame dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan pertimbangan 
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 
a. Jenis/bahan yang digunakan  
b. Lokasi penempatan reklame 
c. Jangka waktu penyelenggaraan 
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d. Jumlah reklame  
e. Ukuran media reklame 
Jangka waktu penyelenggaraan nilai sewa pajak reklame adalah jangka 
waktu selama 1 bulan untuk jenis reklame Videotron/Megatron, Bando, 
Billboard, Baliho, Neonbox, Pool Sign, Papan Nama Toko, Wall Painting, Mobil 
Berjalan, Motor Berjalan, Sepeda/Gerobak Sorong. Dan untuk jangka waktu  
penyelenggaraan pajak reklame 1 hari untuk jenis reklame V. Banner, Umbul 
Umbul, Stand Product, Model Peraga, Balon Udara, Spanduk, Sun Screen, 
Reklame Selebaran, Reklame Melekat. 
Walaupun potensi pajak reklame cukup besar di Kota Bandung, namun 
banyak reklame yang tidak bisa menjadi objek pajak. Hal tersebut dikarenakan 
banyak reklame yang dipasangan tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu 
penerimaan pajak reklame di Kota Bandung masih belum efektif. Hal ini dapat 
diketahui dan dibandingkan untuk melihat bagaimana kinerja pemerintah Kota 
Bandung dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame. Efektivitas 
penerimaan pajak reklame merupakan gambaran tentang kemampuan kinerja 
pemerintah Kota Bandung dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dari 
pajak reklame yang telah ditetapkan. 
Berdasarkan data enam tahun terakhir penerimaan pajak reklame di 
Kota Bandung masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari data penerimaan 
pajak reklame dalam enam tahun berakhir pada tabel 1 sebagai berikut: 
Tabel 1 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bandung  
Tahun 2013-2018 




2013 18.500.000 17.603.910.300 95,16 7.008 1.217 
2014 24.000.000.000 23.641.404.085 98,51 7.381 1.134 
2015 18.000.000.000 18.107.052.336 100,59 6.528 1.195 
2016 316.000.000.000 25.646.023.484 8,12 8.998 1.110 
2017 244.000.000.000 12.895.521.249 5,29 5.004 341 
2018 240.000.000.000 24.861.554.725 10,36 8.029 900 
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Berdasarkan table 1 di atas diketahui bahwa penerimaan pajak reklame 
dalam enam tahun terakhir sering tidak mencapat target yang telah ditetapkan. 
Tecatat hanya pada tahun 2015 target penerimaan dapat tercapai, selain itu 
tidak ada yang mencapai target. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi 
penerimaan pajak reklame sangat memprihatinkan. Pada tahun 2016 
capaiannya hanya sebesar 8,12% dari target, tahun 2017 hanya 5,29%, 
sedangkan pada tahun 2018 capaiannya hanya sebesar 10,36.  
 
2. Permasalahan-Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak Reklame di 
Kota Bandung. 
Permasalahan-permasalahan yang didihadapi oleh Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung didalam proses pemungutan Pajak 
Reklame di yaitu sulitnya koordinasi antar lembaga terkait, tidak memiliki data 
base wajib pajak reklame, kurangnya pengawasan pengelolaan reklame, kurang 
tegasnya penegakan hukum pengelolaan reklame, dan kurangnya kesadaran 
dalam perizinan dan pembayaran pajak reklame. 
Sulitnya koordinasi antar lembaga terkait terjadi karena dalam 
pemungutan pajak reklame tidak dilakukan secara lansung oleh BPPD. Hal ini 
karena dalam pemungutannya melibatkan instansi lain, antara lain: Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata 
Ruang (DISTARU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 
dan Pertamanan (DPKP3), SATPOL PP, dan Badan Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), memiliki tupoksi dalam 
pelayanan dan pemungutan pajak, Dinas Pekerjaan Umum, memiliki 
tupoksinya dalam pembuatan rekomendasi izin penggunaan badan 
jalan/trotoar, Dinas Tata Ruang (DISTARU) memiliki tupoksi dalam 
pembuatan izin teknis, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) memiliki tupoksi dalam pembuatan ijin 
teknis, SATPOL PP memiliki tupoksi dalam penertiban bagi yang melanggar 
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ketentuan, sedangkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu (BPMPTSP) memiliki tupoksi dalam Pembuatan Perizinan. 
Koordinasi diantara keenam instansi tersebut tidak berjalan dengan baik 
karena terdapat kepentingan dan ego sektoral masing-masing instansi sehingga 
menjadi permasalahan di lapangan mulai dari kesulitan membuat izin prinsip, 
rekomendasi, perizinan, pengawasan sampai berimbas kepada sulitnya 
memungut pajak reklame. Koordinasi antar instansi terkait tidak berjalan 
dalam pembuatan izin Reklame dan terkesan sangat berbelit-belit karena belum 
ada payung hukum yang  menjadi acuan dalam koordinasi tersebut. 
Selain itu jumlah potensi Pajak yang di tetapkan tidak sesuai dengan 
jumlah Wajib Pajak (WP), karena tidak semua reklame yang terpasang dapat di 
jadikan Wajib Pajak karena tidak semuanya berizin (ilegal). Hal ini karena 
kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal perizinan pemasangan reklame. 
BPPT juga tidak memiliki data base tentang junlah wajib pajak yang pasti. 
Selain itu, adanya adanya kebijakan moratorium dalam pembuatan perizinan 
karena adanya reformasi besar-besaran di BPMPTSP, sehingga memmerlukan 
pelatihan dan adaptasi bagi pejabat dan karyawan di BPMPTSP. Selain itu, 
faktor pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan reklame 
juga masih sangat rendah.  
 
3. Strategi Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
di Kota Bandung. 
Berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi BPPD dalam pencapaian target dan realisasi penerimaan pajak 
reklame, maka ditetapkan strategi pencapaian target dan realisasi penerimaan 
Pajak Reklame di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
narasumber, bahwa sumber daya manusia pengelola reklame di Pemerintah 
Kota Bandung masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Bandung masih 
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pemungutan penerimaan pajak reklame serta juga dalam melakukan pelayanan 
dan pengawasan.  
Selain kuantitas pegawai, kualitas pegawai yang sudah ada saat ini juga 
masih harus ditingkatkan dalam hal pemahaman petunjuk teknis dalam 
pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak reklame dan dari sisi pengelola 
serta pengusaha reklame juga harus diberikan pemahaman tentang bagaimana 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengurus perizinan dan pemasangan 
papan reklame sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman perizinan. 
Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman mekanisme yang harus 
dilakukan oleh para pengelola serta pengusaha reklame tersebut, maka 
Pemerintah Kota Bandung harus meningkatkan sosialisasi tentang pajak 
reklame tersebut. Dan dalam hal melakukan pelayanan dan pengawasan juga 
harus diciptakan suatu sistem berbasis teknologi. 
Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh urutan prioritas strategi yaitu 
peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sebagai urutan pertama dengan nilai. 
Diikuti secara berturut-turut penertiban petunjuk teknis pemungutan pajak 
reklame, peningkatan sosialisasi kebijakan pajak reklame, peningkatan 
pengawasan terhadap potensi pajak reklame, dan peningkatan akurasi data 
potensi pajak reklame berbasis teknologi.  

































Gambar 1. Hirarki Strategi Pencapaian Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Bandung 
Pencapain Target dan Realiasi Penerimaan Pajak Reklame  
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Berdasarkan hasil peneltiian dan pembahasan diketahui bahwa realisasi 
penerimaan pajak reklame di Kota Bandung dalam enam tahun terakhir belum 
mencapai target yang ditentukan. Hal ini dikarenakan dalam proses 
pemungutan pajak reklame di yaitu sulitnya koordinasi antar lembaga terkait, 
tidak memiliki data base wajib pajak reklame, kurangnya pengawasan 
pengelolaan reklame, kurang tegasnya penegakan hukum pengelolaan reklame, 
dan kurangnya kesadaran dalam perizinan dan pembayaran pajak reklame. 
Untuk itu, maka strategi yang dilakukan oleh BPPD dalam mencapai target dan 
realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bandung adalah dengan 
menerbitkan petunjuk teknis pemungutan pajak reklame, peningkatan data 
akurasi data potensi pajak reklame berbasis teknologi, peningkatan 
pengawasan terhadap potensi pajak reklame, peningkatan kualitas dan 
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